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ABSTRAK

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui eistprosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti
Uang (GU) pada Badan Pengelola Keuangan dan AsetraBa(BPKAD) Kota Baubau dan
menganalisa sistem prosedur Uang Persediaan danWzeny (UP) pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau telah sesuajae Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaarangan Daerah. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan menggunakanebkatah fenomenolgi untuk mendiskripsikan
pemahaman yang mendalam dari penerapan sistendprddang Persediaan (UP) dan Ganti Uang
(GU). Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaakgan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Baubau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosétamg Persediaan (UP) dalam pembuatan
Surat Penyediaan Dana (SPD), penetuan Besaran Parggdiaan (UP) dan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta dokperalukungnya telah seusai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2086ateg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, namun dalam pembuatan Surat Perintah Membdging Persediaan (SPM-UP) dan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana UangdtessgSP2D-UP) tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang RegoTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Begitu pula dengan prosedur Ganti Uang (GU), praspémbuatan Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang (SPP-GU) beserta dokumen pendukungitafa $eusai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknigdbaglaan Keuangan Daerah, namun dalam
pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SRMdan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana Ganti Uang (SP2D-GU) tidak sesuai dengan traratMenteri Dalam Negeri No. 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganalida

Kata kunci : sistem prosedur, uang persediaan, ganti uang

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out thecpdure system for Money Supply and Change of
Money Supply at the Regional Financial and Assehagament Agency of Baubau City and to
analyze the procedure system for Money Supply amah@2 of Money Supply at the Regional
Financial and Asset Management Agency of Baubay i€iaccordance with the Regulation of the
Minister of Home Affairs Number 77 years 2020 comog Regional Financial Management
Technical Guidelines. The research method used eiscriptive by using a phenomenological
approach to describe a deep understanding of ti@iegtion of the Money Supply and Change of
Money Supply procedure systems. The research walkicted at Financial Management Agency and
Assets Baubau City. The results of the study iteliteat the procedures for the Money Supply in the
preparation of the Provision of Funds, the detemion of the Amount of Money Supply and the
Request for Payment of Money Supply along witlstipporting documents have been in accordance
with the Minister of Home Affairs Regulation No. 72020 concerning Technical Guidelines for
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Regional Financial Management, however, in makihg Order for Paying Money Supply and

Issuance of Order for Disbursement of Money Su@@B2D-UP) it is not in accordance with the

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 772020 concerning Technical Guidelines for

Regional Financial Management. Likewise with theadie of Money Supply procedure, the
procedure for making a Money Changing Request Lettel its supporting documents are in

accordance with the Minister of Home Affairs Regjola No. 77 of 2020 concerning Technical

Guidelines for Regional Financial Management, hasvein making the Order for Paying Change of

Money Supply and Issuing a Warrant for Disbursenaéthe Change of Money Supply Funds (SP2D-
GU) it is not in accordance with the Regulationtbé Minister of Home Affairs No. 77 of 2020

concerning Technical Guidelines for Regional FinahiManagement.

Keywords. system procedure, money supply, change of money supply

1. PENDAHULUAN

Menteri Dalam Negeri wajib membina dan mengawasigBmlaan Keuangan Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indondsimor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembinaan dan peragadiasaksudkan untuk membangun
sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuaaméwmmdisi dan kebutuhan daerah
dengan tetap berpedoman pada peraturan perunddaggan yang lebih tinggi dalam
rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerahefehtif, efisien, dan transparan.

Uang Persediaan atau disebut juga UP adalah uakg kewja dalam jumlah tertentu
yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untmkbimyai kegiatan operasional pada
satuan kerja perangkat daerah/satuan kerja untukbmgai pengeluaran sesuai dengan sifat
dan tujuannya yang tidak dimungkinkan melalui mékae pembayaran langsung, sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2Q80tang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah. Uang persediaan (UHKulan sekali dalam setahun.
Sedangkan Ganti Uang atau disingkat GU adalah péaem pengganti Uang Persediaan
(UP) yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanigmeenbayaran langsung.

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis uraikatas] maka penulis mengambil
judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Proséang Persediaan dan Ganti Uang Pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKARY Baubau”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi

Menurut American Institute of Certified Public Accountar&ICPA) (dalam Suhendar,
2020) akuntansi adalah kegiatan atau proses pémcgtacord), penggolonganc{assifying,
peringkasansummarizing, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi padéusorganisasi

dan melaporkan/menyajikan serta mentafsirkateipret hasilnya.
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2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah kegiatan akuntarsngy dilakukan atas peristiwa dan
transaksi keuangan yang diselenggarakan oleh selbik. Karena organisasi sektor publik
yang paling utama adalah pemerintahan, maka aksirgaktor publik juga dapat dinyatakan
sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan padaepetahan, baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah (Siregar, 2015).

2.3. Pengelola K euangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan PéheNo. 12 Tahun 2019 adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaamggrgyaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan @u&raerah.

2.4. Sistem dan Prosedur

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok yasgrerat berhubungan satu dengan
lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapaan tertentu” (Mulyadi 2016).
Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (RCGddgalah suatu urutan klerika,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatutdeyn atau lebih, yang dibuat untuk
menjamin penanganan secara seragam transaksi p@ansgang terjadi secara berulang-

ulang.

25.Kas

Menurut Soemarso (2015) Kas adalah sesuatu, batk gigerima berbentuk uang atau bukan
yang dapat tersedia dengan segera dan ditermaasepelgnasan kewajiban pada nilai
nominalnya. Harahap (2015) juga menuliskan kasafdahng dan surat berharga lainnya

yang dapat diuangkan setiap saat serta surat gartsnnya yang sangat lancar.

2.6. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Mahmudi (2011) Sistem akuntansi pengeluadalah serangkaian proses mulai
pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transikgatau kejadian keuangan serta
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaddaksanaan APBD yang berkenaan
dengan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perdbgkedh (SKPD) dan/atau Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat diteésan secara manual maupun
terkomputerisasi.

2.7. Uang Persediaan (UP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indondsiamor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Bab | Nomor 38, Uarge&iean disingkat UP adalah uang
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muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikanakizp bendahara pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional pada satuan kerjangkat daerah/unit satuan kerja
perangkat daerah dan/atau untuk membiayai penggluamg menurut sifat dan tujuannya

tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembaydaagsung.

2.8. Ganti Uang (GU)

Ganti Uang (GU) adalah permintaan pengganti uamgegéan yang telah digunakan dan
dipertanggungjawabkan yang tidak dapat dilakukamgde pembayaran langsung.
Permintaan pengganti Uang Persediaan (GU) menenati®Pan Menteri Dalam Negeri No.

77 Tahun 2020 dapat diajukan apabila Uang Persed{&®) telah digunakan dan

dipertanggungjawabkan paling sedikit 50% atau latasrtentu sesuai dengan kebijakan

daerah masing-masing.

3.METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Badamgé&lola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Baubau. Kriteria pemilihan samplenydath pegawai yang berkaitan

dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas uasedpean dan ganti uang.

3.2. Jenisdan sumber data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini hddkta kualitatif. Sumber data yang

digunakan pada penelitian ini adalah data primardida sekunder.

3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada paneliti adalah metode observasi,

wawancara dan dokumentasi.

3.4. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitiadalah analisis deskriptif dengan
menggunakan pendekatan fenomenolgi untuk mendgkap pemahaman yang mendalam

dari penerapan sistem prosedur uang persediaagatdruang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasll Penelitian

4.1.1. Sur at Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen geemyatakan tersedianya dana

sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pemha\gP®). Berdasarkan hasil wawancara
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Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat oleh Kuasa BamgldJmum Daerah (Kuasa BUD)

dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

4.1.2.Surat Keputusan Walikota Tentang Besar an Uang Per sediaan (UP)
Berdasarkan hasil wawancara, penentuan besaran Barsgdiaan (UP) diperoleh dari
jumlah total anggaran dalam 1 (satu) tahun dikurdedanja langsung dan dibagi 12.

Besaran Uang Persediaan (UP) ditetapkan dengahtSepatusan Walikota.

4.1.3.Prosedur Uang Per sediaan (UP)

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP
Berdasarkan hasil wawancara, Surat Permintaan BamsmaUang Persediaan (SPP-UP)
dibuat oleh bendahara setelah diterbitkannya Seeatyediaan Dana (SPD) dan Surat
Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persedkamudian diserahkan kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dkasiifi

2. Surat Perintah Membayar Uang Persedian (SPM-UP)
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPRlU#Rifikasi oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK). Jika tidak sesualieaigkap maka akan dikembalikan
kepada bendahara untuk diperbaiki atau dilengkalmg lama 1 (satu) hari. Namun jika
dokumen maka akan dibuat Surat Perintah Membayag BRersedian (SPM-UP) dan
cheklist kelengkapan dokumen, kemudian diserahkepadta Kepala Badan selaku
Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani.

3. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (S8IP2D
Pengajuan SPP-UP dan SPM-UP beserta dokumen pemghyau yang telah
ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada KBasaahara Umum Daerah (Kuasa
BUD) untuk diverifikasi. Pengajuan yang tidak sesa&kan dikembalikan untuk
diperbaiki. Jika pengajuan SPP-UP dan SPM-UP tekduai maka Kuasa BUD akan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uangedlaes) (SP2D-UP) dan daftar
penguji untuk ditandatangani oleh Bendahara Umurar&ra (BUD). Penerbitan SP2D-
UP oleh Kuasa BUD dan ditandatangi oleh BUD palamgbat 2 (dua) hari kerja sejak
SPM-UP diterima. Surat Perintah Pencairan Dana Pamgediaan (SP2D-UP) dan daftar
penguji selanjutnya diserahkan kepada Bank untlakukan transfer uang ke rekening
bendahara.

4. Laporan Pertanggunjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP)
Bendahara pengeluaran membukukan penerimaan UasgdiRean berdasarkan Surat

Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-edjad melakukan pencatatan
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pada Buku Kas Umum (BKU) pada kolom penerimaan plambayaran belanja yang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkenrbuakti akan dicatat pada kolom
pengeluaran. Laporan Pertanggungjawaban terseldahjigeya diserahkan kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dieesiifikemudian diserahkan kepada
Kepala Badan untuk ditandatangani.
4.1.4.Prosedur Ganti Uang (GU)
1. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti UaPB-G®) berdasarkan
Laporan pertanggungjawaban yang telah diotorisie$i BPK dan Kepala Badan
selaku Pengguna Anggaran (PA). Surat Permintaah&garan Ganti Uang (SPP-
GU) beserta dokumen lainnya selanjutnya diseralkegrada kepala Sub Bagian
Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangahy®iK diverifikasi.
2. Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukakasieurat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang dibuat olehldiema. SPP-GU yang
telah diverifikasi kemudian dibuatkan Surat Pehintslembayar Ganti Uang
(SPM-GU) dan cecklist kelengkapan dokumen, kemudisgserahkan kepada
Kepala Badan untuk ditandatangani.
3. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU)
SPP-GU dan SPM-GU selanjutnya diserahkan kepadaaKBandahara Umum
Daerah (Kuasa BUD) untuk diverifikasi, selanjutngdouatkan Surat Perintah
Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) dan daftar ypen@ng kemudian
diserahkan kepada Bank untuk dilakukan proses faansang ke rekening

bendahara.

4.2 Pembahasan

4.2.1.Pener apan Pener bitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baddlam pelaksanaan penerbitan
Surat Penyediaan Dana (SPD) telah sesuai dengatufRer Menteri dalam Negeri No. 77

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KanaDaerah yaitu Kuasa BUD

menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaranekaeriptah daerah dan disampaiak
PPKD selaku BUD untuk disahkan.
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4.2.2.Pener apan Penetapan Besaran Uang Per sediaan (UP)

Penetapan besaran uang persediaan telah sesuandeegturan Menteri dalam Negeri No.
77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaamarigen Daerah yaitu Penetapan
besaran Uang Persediaan (UP) merupakan kebijakaarfPéah Daerah masing-masing yang

ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

4.2.3.Penerapan Prosedur Uang Persediaan (UP)

1. Penerapan Pembuatan Surat Permintaan PembayargriPgmediaan (SPP-UP)
Mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pembayarag Barsediaan (SPP-UP)
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahBéthau yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran, telah sesuai dengatuf@@ Menteri dalam Negeri
No. 77 Tahun 2022

2. Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar UasediRean (SPM-UP)
Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Uasedizean (SPM-UP) pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKADR) Baubau tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tak022 dimana Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KotabBaupengajuan SPP-UP
dan dokumen pendukungnya yang telah diverifikasholPPK-SKPD dan
dinyatakan sesuai tidak dibuatkan surat pernyatagfikasi PPK-SKPD.

3. Penerapan Penerbitan Surat Perintah PencairanBmampPersediaan (SP2D-UP)
Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan mrg Persediaan (SP2D-UP)
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKata Baubau tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri N@.ahtn 2020 dimana SP2D
diterbitkan tanpa adanya surat pernyataan verifidat PPK-SKPD.

4. Penerapan Pembuatan Laporan PertanggungjawabarPdesegiaan (LPJ-UP)
Penerapan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban ReEmsgdiaan (LPJ-UP)
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPIKAta Baubau telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NGmdahun 2022.

4.2.4.Pener apan Prosedur Ganti Uang (GU)

1. Penerapan Pembuatan Surat Permintaan PembayaratU&ag (SPP-GU)
Penerapan Pembuatan SPP-GU yang dilakukan olehaharsd pengeluaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raubau telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 f&20.

2. Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Gamgi ($PM-GU)
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Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Gantj (EPM-GU) pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKADA RBaubau tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Ta&Q2R dimana SPP-GU
yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dsagkap tidak dibuatkan surat
penyataan verifikasi oleh PPK.

3. Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan@artaUang (SP2D-GU)
Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Gant Uang (SP2D-GU)
pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Katab8u tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 T&@22, dimana SP2D-GU
diterbitkan tanpa adanya surat pernyataan verifi@sg dibuat oleh PPK.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan wawancara dengan narasumber dan afisgarey dilakukan dan juga dari
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpuigedelitian ini yaitu:

1. Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Badan Penge&lotsngan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Baubau, dalam penerbitan Surat Peragdi Dana (SPD),
penentuan besaran Uang Persediaan dan pembuagdrP8umintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP) telah sesuai dengan Rerdienteri Dalam Negeri
No. 77 Tahun 2020. Namun dalam pembuatan SurahtBeriMembayar Uang
Persediaan (SPM-UP) dan penerbitan Surat Perinttcaffan Dana Uang
Persediaan (SP2D-UP) tidak sesuai dengan Peratleateri Dalam Negeri No.
77 Tahun 2020 dimana tidak disertakannya suratypé&aan verifikasi oleh PPK-
SKPD.

2. Prosedur Ganti Uang (GU) pada Badan Pengelola Keuanan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Baubau, dalam pembuatan Surat Permmt@embayaran Ganti
Uang (SPP-GU) telah sesuai dengan Peraturan MebDtdam Negeri No. 77
Tahun 2020. Namun dalam pembuatan Surat Perintammbslgar Ganti Uang
(SPM-GU) dan penerbitan Surat Perintah Pencairara@anti Uang (SP2D-GU)
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Neé¢eri77 Tahun 2020 dimana

tidak disertakannya surat pernyataan verifikadh ®1@K-SKPD.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran &g diberikan yaitu :
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1. Dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Rasse(@SPM-UP), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) harus menerbitkan gugat pernyataan
verifikasi.

2. Dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti U&RM-GU), Pejabat
Penatausahaan Keuangan harus menerbitkan juggpsungataan verifikasi.

3. Ketelitian dalam pembuatan dokumen-dokumen pengdjlang Persediaan (UP)
dan Ganti Uang (Uang) perlu ditingkatkan lagi untulengurangi terjadinya

kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.
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